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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi E-Procurement Untuk Menilai Efektivitas
Pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Kota
Binjai”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengadaan
barang/jasa yang berbasis e-procurement pada Dinas Ketenagakerjaan,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi, dan data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa implementasi e-procurement pengadaan barang pada Dinas
Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai telah berjalan
dengan baik, dimana telah terlaksananya seluruh proses pengadaan barang sistem
e-procurement, mulai dari e-Tendering, e-Bidding, e-Catalogue dan juga e-
Purchasing. Implementasi e-procurement pengadaan baranng pada Dinas
Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai juga telah berjalan
dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur
efektifitas sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses
pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses
pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan
akses informasi yang real time, walaupun masih ditemukan beberapa kendala
dalam pelaksanaan e-procurement tersebut, diantaranya yaitu: terdapatnya
kendala teknis seperti masalah server yang sering drop pada saat mati lampu,
adanya kerawanan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi seperti virus atau
hacker. Saran yang diberikan hendaknya pihak panitia pengadaan memperkuat
sistem security aplikasi.

Kata Kunci : E-Procurement, Efektivitas, Pengadaan.



ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of E-Procurement to Assess the
Effectiveness of Procurement in the Manpower, Industry and Trade Department
of Binjai City". This research aims to analyze the effectiveness of e-procurement-
based procurement of goods/services at the Manpower, Industry and Trade
Department of Binjai City. This research was conducted using kualitative
research methods. Data collection techniques in this research are interviews and
documentation, and the data used is primary data and secondary data. The results
of the research that has been carried out show that the implementation of e-
procurement for procurement of goods at the Department of Manpower, Industry
and Trade of Binjai City has gone well, where the entire process of e-procurement
system goods procurement has been implemented, starting from e-Tendering, e-
Bidding, e-Procurement, e-Catalogue and also e-Purchasing. The implementation
of e-procurement for procurement of goods at the Department of Manpower,
Industry and Trade of Binjai City has also been running effectively. This is proven
by the fulfillment of all the elements of effectiveness as stated in Presidential
Regulation Number 54 of 2010, namely increasing transparency and
accountability, increasing market access and healthy business competition,
improving the level of efficiency of the procurement process, supporting the
monitoring and audit process and fulfilling the need for real-time access to
information, although several obstacles are still found in implementing e-
procurement, including: technical obstacles such as server problems that often
drop when the power goes out, vulnerability to application system security
disturbances such as viruses or hackers. The suggestion given is that the
procurement committee should strengthen the application security system.

Keywords: E-Procurement, Effectiveness, Procurement.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia mendorong percepatan dalam pemenuhan dan
pertumbuhan perekonomian sebagai salah satu kebijakannya. Dalam kebijakan
tersebut, tentu tidak ada tujuan lain yang ingin dicapai selain memenuhi
kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Salah satu langkah
yang diambil untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan mengadakan
proses pengadaan barang dan jasa. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat
memenuhi kewajibannya dalam menyediakan sarana prasarana publik, serta untuk
melengkapi fasilitas pemerintah guna meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Dengan demikian, penggunaan keuangan negara dapat dikontrol dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang
berlaku.

Pengadaan barang dan jasa memberikan kontribusi yang signifikan bagi
perekonomian nasional. Dalam konteks kebijakan fiskal, pembelian barang dan
layanan memiliki tujuan untuk menghidupkan perekonomian dengan menciptakan
lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan mempercepat pertumbuhan
ekonomi. Pengadaan barang dan jasa yang didanai sebagian atau sepenuhnya oleh
APBN/APBD adalah proses pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah

dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik. (Sutedi, 2016:3).



Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya adalah usaha dari pihak
konsumen untuk memperoleh atau mencapai barang dan jasa yang diinginkan
mereka dengan cara tertentu agar bisa mencapai kesepakatan harga, waktu, dan
layanan lainnya. Untuk memastikan pelaksanaan yang terbaik dari pengadaan
barang dan jasa, penting bagi kedua pihak, yaitu pengguna dan penyedia, untuk
selalu mengacu pada prinsip-prinsip filosofi pengadaan barang dan jasa. Mereka
harus tunduk pada etika, norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur pengadaan
barang dan jasa serta menjadi dasar penetapan kebijakan tersebut (Sutedi, 2016:4).

Kebijakan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia telah
mengalami beberapa perubahan dan peningkatan dalam ketentuan serta semua
aturan pelaksanaannya. Dengan pertimbangan bahwa Perpres Nomor 54 Tahun
2010 telah mengalami beberapa perubahan, seperti dengan Perpres Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010,
masih terdapat kekurangan dan belum mampu menyesuaikan diri dengan
perkembangan kebutuhan Pemerintah dalam pengaturan atas Pengadaan
Barang/Jasa yang efektif. Oleh karena itu, dilakukan perubahan dan
penyempurnaan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan
Presiden No 16 Tahun 2018 pada akhirnya mengalami modifikasi dan
peningkatan melalui Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 mengenai perubahan
atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018. Perubahan aturan-aturan tersebut
adalah bagian dari upaya reformasi regulasi untuk memastikan bahwa proses
pengadaan barang dan jasa di Indonesia dapat dilaksanakan dengan adil, jujur, dan

terbuka serta bebas dari praktik korupsi.



Seperti yang diketahui bersama, korupsi telah menjadi masalah yang
merugikan Indonesia, terutama korupsi dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa
(PBJ). Sebagian besar kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa (www. kpkgoid)
Sekitar 90% dari kasus tersebut terjadi di sektor tersebut. Adanya bukti bahwa
proses pengadaan barang/jasa kurang transparan dan masih rentan terhadap
campur tangan pribadi atau kelompok, serta adanya suap dan tekanan kepada
panitia pengadaan, membuat sektor pengadaan barang dan jasa rentan terhadap
praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Dengan memperhatikan kenyataan dan menghadapi potensi berbagai
macam penyimpangan, serta sejalan dengan semangat terwujudnya pemerintahan
yang baik (good governance) dan disokong dengan pesatnya perkembangan ilmu
dan teknologi, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah
(LKPP) telah mengeluarkan Surat Edaran No. 17/KA/02/2012 mengenai
keharusan pengadaan barang dan jasa melalui cara elektronik (e-procurement).

Penerapan e-procurement diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan
transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Diharapkan juga dapat
mengurangi risiko praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan
keuangan negara. Penggunaan e-procurement juga membuktikan bahwa teknologi
dapat membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah terkait pengadaan
barang/jasa pemerintah yang mungkin sulit diselesaikan.

Pelaksanaan e-procurement dilakukan melalui Sistem Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Di tingkat Pemerintah Daerah, terdapat Unit



Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang merupakan unit kerja yang
telah didirikan di semua Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi lainnya untuk memfasilitasi sistem pelayanan pengadaan
barang/jasa secara digital dan membantu ULP/Pejabat Pengadaan dalam
melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Landasan hukum
dibentuknya LPSE adalah aturan yang tercantum dalam Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang
mengatur secara teknis operasionalnya melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 2
Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik.

Akan tetapi, dibalik kecanggihan pengadaan barang/jasa dan semangat
terciptanya pemerintahan yang bersih, penerapan e-procurement, masih memiliki
beberapa kendala dan kelemahan dalam pengimplementasiannya. Prihastuti
(2015) mengungkapkan bahwa "Kesulitan dalam e-procurement meliputi
kurangnya infrastruktur yang memadai, kekurangan Peraturan Pemerintah Daerah
yang mendukung implementasi e-procurement, keterbatasan jaringan internet
yang lambat menyebabkan kesulitan dalam proses download dan upload, serta
penumpukan pekerjaan akibat keterbatasan jumlah orang yang memahami sistem
e-procurement. " Senada dengan hal tersebut, Margaretha (2016), menyatakan
bahwa “Masalah yang sering muncul dalam penerapan e-procurement yaitu terkait
dengan kesalahan sistem yang sering error, serta gangguan internet seperti server
down yang belum optimal.

Ada juga beberapa penyedia barang/jasa yang mengalami compuphobia,
yang merupakan ketakutan atau ketidakmampuan untuk menggunakan komputer,

terutama dalam hal proses lelang secara elektronik. Bagi penyedia yang telah lama



menggunakan LPSE, mereka tentu sudah mengerti betul kompleksitas proses
lelang elektronik. Namun, bagi calon penyedia atau pengguna jasa baru, mereka
perlu memahami teknologi terlebih dahulu dan proses lelang dari awal sampai
akhir. Hal ini bisa menghambat efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan
barang/jasa. (Annisa, 2018:5) Ketika tidak ada interaksi sosial yang memadai,
pengetahuan pengguna layanan tentang e-procurement menjadi terbatas, sehingga
menyebabkan proses pelaksanaannya menjadi lambat daripada semakin cepat.

Sementara itu, Menkeu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa ada
hambatan ketika penerapan e-procurement belum berjalan optimal, seperti
regulasi terkait otonomi daerah. Undang-Undang menyiratkan bahwa setiap
wilayah (Kota/Kabupaten/Propinsi) memiliki kewenangan yang besar sebagai
wilayah otonom. Setiap birokrat di setiap lembaga dan perusahaan bertanggung
jawab penuh dalam proses pengadaan dan tidak dapat disusupi oleh Pemerintah
Pusat. Pendapat senada juga dikemukakan Kementerian PUPR, “Masalah yang
muncul dalam penerapan e-procurement termasuk kurangnya regulasi yang
mengatur dan mendukung e-procurement, seringnya pergantian pegawai,
kurangnya pengetahuan yang ter-transfer dari pegawai lama ke pegawai baru,
sehingga pegawai baru belum menguasai e-procurement, serta akses internet yang
belum merata dan belum tersebar luas.” (Yusriadi, 2018:11).

Penggunaan sistem e-procurement juga tidak memberikan akses kepada
masyarakat, termasuk wartawan dan LSM, untuk memantau proses lelang yang
sedang berlangsung. Sistem ini hanya dapat diakses oleh panitia pengadaan dan
peserta tender saja. Berbeda dengan sistem pelelangan secara manual, seperti yang

terjadi pada masa lalu, menunjukkan tingkat transparansi yang lebih tinggi jika



dibandingkan dengan pelelangan secara elektronik. Dengan platform e-
procurement, hanya sebagian kecil pengumuman tender yang dapat diakses oleh
masyarakat, sehingga penawaran yang dimasukkan ke dalam sistem ini tidak
dapat dimonitor secara langsung oleh publik. Dokumen penawaran dan semua
lampirannya tidak dapat diakses oleh masyarakat umum secara langsung.
Pembelian secara online masih dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan jika
tidak dipantau dengan ketat, sering kali terdapat kemungkinan penyalahgunaan,
terutama oleh pihak rekanan yang tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana diketahui bahwa, tidak jarang proses tender mengalami
tekanan yaitu adanya intervensi atas kepentingan pribadi dari para anggota dewan.
Hal ini dapat diketahui dengan adanya istilah titipan paket dari dan untuk anggota
dewan dan istilah lain sebagainya sehingga nyata adanya indikasi terjadinya
persekongkolan dan terjadinya penyalahgunaan wewenang antara anggota dewan
dengan panitia pengadaan barang/jasa tersebut. Intervensi yang dilakukan
mengindikasikan adanya pelanggaran hukum dan kepentingan pribadi, yang
berdampak pada kerugian bagi kepentingan publik.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan
“e-procurement belum dapat dijamin bebas dari praktik korupsi. Walaupun proses
pelelangan sudah dimulai secara elektronik. KPK terus mengungkap banyak kasus
korupsi yang terjadi melalui sistem e-procurement. E-procurement masih rentan
terhadap korupsi dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga
pelaksanaan teknis pengadaan lelang.” (Kompas, 2021). Pelaksanaan sistem e-
procurement diberbagai instansi pemerintah daerah juga masih mengalami

kendala dan permasalahan. Begitu juga yang dialami oleh Dinas Ketenagakerjaan,



Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai. Dari hasil pengamatan penulis, Dinas
Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, telah
menginformasikan kegiatan pengadaan barang dan jasa berbasis e-procurement.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menyebabkan
proses implementasi e-procurement mengalami hambatan. Sebagaimana terjadi
pada salah satu pelaksanaan tender pada 1 (satu) paket pengadaan barang
elektronik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 175.120.000,- pada tahun anggaran
2021. Pelaksanaan paket tersebut dilakukan untuk mendukung kegiatan e-
procurement dengan melakukan pembelian komputer yang memiliki spesifikasi
yang tinggi serta perangkat-perangkat elektronik lainnya. Dalam proses
pelaksanaannya tersebut, terjadi mutasi pegawai dari pegawai lama ke pegawai
baru, yang berdampak dan mengakibatkan pegawai baru masih memiliki
kecanggungan bahkan kebingungan sehingga tidak jarang pegawai tersebut sering
bertanya dengan pegawai lainnya dalam memproses dan mengelola semua
kegiatan pengadaan melalui aplikasi e-procurement tersebut. Kondisi tersebut
mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian waktu lelang dan
menimbulkan ketidakpercayaan dari para peserta lelang.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu peserta lelang yang
kebetulan berdekatan tempat tinggal dengan penulis. Dalam wawancara awal
yang penulis lakukan kepada salah satu peserta lelang tersebut, mengatakan
bahwa pelaksanaan proses lelang online telah membuat proses tersebut malah
bersifat tertutup, kriteria pelaksanaan yang seringkali tidak diketahui oleh semua
pihak seperti kapan waktu pelaksanaan, proses administrasi, kualifikasi,

pengumuman, dan hal-hal lainnya. Selama ini, mereka dapat leluasa berkunjung



ke instansi-instansi pemerintah untuk mendapatkan kabar tentang pelaksanaan
lelang dan dalam pelaksanaan lelangnya mereka dapat bertemu dengan peserta-
peserta lelang lainnya, sehingga dapat dengan mudah diketahui siapa-siapa saja
yang mengikuti lelang tersebut berikut harga yang mereka tawarkan jadi lebih
transparan. Kalau sekarang mereka tidak mengetahui siapa saja peserta lelang dan
berapa harga yang mereka tawarkan. Selain itu pelaksanaan e-procurement juga
tidak melibatkan masyarakat, wartawan dan LSM memantau proses lelang yang
terjadi, hal ini tentunya menimbulkan kerawanan terjadinya kecurangan.
Berdasarkan permasalahan di atas, dapat digambarkan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Binjai sebelum dan sesudah diterapkannya e-procurement
sebagai berikut:
Tabel 1.1. Perbedaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Sebelum dan

Sesudah Diterapkannya e-procurement pada Dinas Ketenagakerjaan,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

Manual E-Procurement

Tidak membutuhkan biaya yang besar. Membutuhkan biaya yang mahal untuk
membeli perlengkapan e-procurement.
Tidak membutuhkan sumber daya yang | Membutuhkan sumber daya manusia yang
handal terhadap pemanfaatan teknologi | handal dalam memahami penanganan dan
komputer. pengelolaan sistem e-procurement.
Bersifat terbuka, bertatap muka sehingga | Lebih  bersifat tertutup, dikarenakan
lebih  memungkinkan peserta lelang | semua proses mulai dari pencarian sampai
mengetahui  waktu pelaksanaan, proses | selesai  dilakukannya proses tender
administrasi, kualifikasi, pengumuman, | dilakukan secara online, tidak bertatap
dan hal-hal lainnya secara pasti dan | muka.

mengetahui peserta-peserta lelang lainnya,
dan harga yang mereka tawarkan.
Memungkinkan masyarakat, termasuk | Rawan terjadi  kecurangan  karena
wartawan dan LSM memantau proses | kurangnya  bahkan  tidak  adanya
lelang yang terjadi. pengawasan dari masyarakat.

(Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjal,
2024).




Adanya fenomena di atas tentunya menimbulkan pertanyaan kepada kita
semua, sejauhmana efektifitas e-procurement dalam pelaksanaan pengadaan
barang /jasa. Hal ini tentunya perlu diteliti, mengingat pada hakikatnya pengadaan
e-procurement bertujuan agar pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana lebih
efektif. Bukankah efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang
diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Hasibuan (2016:48) yang menyatakan “Efektifitas adalah keadaan yang
menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan meliputi kuantitas
kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan”.

Fenomena-fenomena tersebut tentunya mengindikasikan proses pengadaan
barang dan jasa masih memiliki ancaman besar terhadap terciptanya efektifitas
pengadaan barang dan jasa sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 pasal 107, yang menyebutkan bahwa “Suatu pengadaan
barang/jasa pemerintahan dikatakan efektif apabila, pelaksanaan pengadaan
barang/jasa mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terciptanya
persaingan usaha yang sehat, adanya tingkat efisiensi, adanya pengawasan, dan
terpenuhinya kebutuhan akses informasi yang real time”.

Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan untuk
menemukan kebenaran serta menganalisis secara intensif tentang masalah yang
diteliti, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang efektivitas pengadaan
barang/jasa yang berbasis e-procurement. Oleh karena itu, penulis termotivasi
untuk menelitinya dengan judul “Implementasi E-Procurement Untuk Menilai
Efektivitas Pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan

Kota Binjai”.
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1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi

beberapa permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Pelaksanaan e-procurement pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian

1.2.2.

dan Perdagangan Kota Binjai membutuhkan sumber daya manusia yang
handal dalam memahami penanganan dan pengelolaan sistem e-
procurement.

Pelaksanaan e-procurement pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian
dan Perdagangan Kota Binjai terkesan bersifat tertutup, dikarenakan
semua proses mulai dari pencarian sampai selesai dilakukannya proses
tender dilakukan secara online, tidak bertatap muka.

Pelaksanaan e-procurement pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian
dan Perdagangan Kota Binjai rawan terjadi kecurangan karena kurangnya
pengawasan dari Masyarakat, wartawan dan LSM dalam memantau proses

lelang sehingga terjadinya kecurangan.

Batasan Masalah

Untuk tidak menimbulkan pembahasan yang melebar, maka penulis

memberikan batasan-batasan akan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian ini hanya akan difokuskan pada masalah, yaitu: Implementasi

E-Procurement dalam memilih pengadaan barang E-Tenderin, E-Bidding, E-Catalok,

dan E-Purchasing di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota

Binjai Tahun 2024.
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1.3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas
dalam penelitian ini adalah, yaitu:
1. Bagaimana implementasi e-procurement pengadaan barang pada Dinas
Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai?
2. Bagaimana efektifitas implementasi e-procurement pengadaan barang

pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat
ditetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah, yaitu:
1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi e-procurement pengadaan
barang pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Binjai.
2. Untuk menganalisis bagaimana efektifitas implementasi e-procurement
pengadaan barang pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan

Perdagangan Kota Binjai.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat menghasilkan dan memberikan manfaat.
Begitu juga dalam penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat
kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yaitu:

1. Bagi mahasiswa
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a. Dapat menambah pengetahuan yang berhubungan dengan efektivitas
pengadaan barang/jasa yang berbasis e-procurement.

b. Mengetahui konsep-konsep tentang implementasi e-procurement dan
menilai efektivitas pengadaan.

c. Memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama
mengikuti program perkuliahan, serta membandingkan antara teori
yang di dapat dengan kenyataan lapangan.

2. Bagi Perguruan Tinggi

a. Sebagai bahan referensi dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah ini
diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

b. Memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu
pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi.

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan referensi bagi

instansi terkait tentang efektivitas pengadaan barang dan jasa yang

berbasis e-procurement.

1.5. Keaslian Penelitian

Tingkat orisinalitas dari sebuah penelitian sangat penting sebagai bukti
untuk mencegah kecurangan ilmiah antara penelitian sebelumnya dan yang sedang
dilakukan. Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang memiliki
karakteristik yang cukup serupa dalam hal topik penelitian, walaupun ada
perbedaan di antara keduanya. Penelitian ini merupakan adaptasi dari penelitian
yang dilaksanakan oleh Syarifuddin (2015). Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut:
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1. Judul Penelitian: Penelitian terdahulu berjudul: “Implementasi Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa E-Procurement Pada Dinas Cipta Karya,
Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”.
Sedangkan penelitian ini berjudul: “Implementasi E-Procurement Untuk
Menilai Efektivitas Pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian
dan Perdagangan Kota Binjai”.

3. Variabel Penelitian: Variabel penelitian yang digunakan sama-sama
fokus membahas tentang E-Procurement dalam Pengadaan Barang.

4. Model penelitian: Jenis dan metode pendekatan penelitian yang
digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teknik
pengumpulan data wawancara.

5. Waktu Penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2015,
sedangkan penelitian ini dilakukan dari Tahun 2023.

6. Objek Penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan pada Kantor Dinas
Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas
Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya
yang berkaitan dengan implementasi e-procurement untuk menilai efektivitas
pengadaan, namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan
demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian dengan judul “Implementasi E-
Procurement Untuk Menilai Efektivitas Pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai” belum pernah diteliti sebelumnya

sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini benar-benar baru.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori
2.1.1. Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory)

Goal Setting Theory merupakan teori motivasi yang diajukan oleh Dr.
Edwin Locke pada tahun 1960-an, Edwin Locke menciptakan sebuah teori yang
memengaruhi pandangan orang terhadap motivasi dan pencapaian. Teori ini
menyatakan bahwa ada hubungan antara menetapkan tujuan individu atau
organisasi dengan kinerja yang diperoleh. Dengan demikian, hal tersebut pasti
akan mendorong individu maupun organisasi untuk mengoptimalkan potensi dan
kemampuan mereka agar dapat mencapai peningkatan Kinerja secara bersamaan
(Ginting dan Ariani dalam Matana, 2017:11).

Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, konsepsi ini terkait dengan
dorongan yang mendorong organisasi maupun individu untuk meningkatkan
penampilannya demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam teori
penetapan tujuan, disebutkan bahwa jika tujuan pengadaan barang/jasa sesuai
dengan sasaran kinerja yang diinginkan oleh pejabat pengadaan, maka kinerja
organisasi akan mengalami peningkatan. Dorongan untuk meningkatkan
produktivitas menjadi semakin kuat meskipun ada banyak aturan yang harus
diikuti dan hambatan yang dihadapi. Namun, penting untuk mempertimbangkan
keahlian dan kemampuan SDM serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti
sistem informasi agar proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik.
Dengan begitu, pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa sesuai dengan hukum

dapat terwujud dengan hasil yang terbaik.
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2.1.2. E-Procurement
1. Pengertian E-Procurement

Adanya tuntutan good governance dan perkembangan teknologi yang
semakin pesat, semakin menuntut adanya sistem informasi kegiatan pengadaan
atau procurement di lingkungan pemerintahan harus dapat diakses dengan mudabh,
cepat dan transparan. Oleh sebab itu aktivitas perolehan barang dan layanan harus
menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi dengan basis internet agar
proses perolehan dapat berjalan secara terintegrasi, efisien, terbuka, dan dapat
dipertanggungjawabkan, hal inilah yang kemudian dikenal dengan e-procurement.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah mengungkapkan bahwa “E-Procurement adalah metode pengadaan
barang/jasa yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik
sesuai dengan hukum yang berlaku.” Sesuai dengan itu, Sutedi (2016:254) juga
menyatakan bahwa “E-Procurement adalah suatu situs web yang merupakan suatu
bentuk sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan
memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis online.” Sama
halnya dengan pandangan yang dinyatakan oleh Willem (2013:80) yang
mengatakan bahwa “E-Procurement merupakan proses pembelian dan pengadaan
barang serta jasa melalui penggunaan sistem jaringan elektronik atau Electronic
Data Interchange (EDI).”

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
e-procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan
dengan menggunakan teknologi informasi dan sesuai dengan Kketentuan

perundang-undangan yang berlaku.
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2. Tujuan dan Manfaat E-Procurement

Menurut Sutedi (2016:258), E-Procurement memiliki tujuan untuk
mempermudah proses pencarian dan pembayaran barang, memberikan sarana
komunikasi online antara pembeli dan penjual, mengurangi biaya administrasi
pengadaan, menghemat biaya, dan mempercepat proses pengadaan. Berdasarkan
Keputusan Presiden Rl Nomor 70 Tahun 2012 tentang Panduan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa tujuan dari pengadaan barang dan
jasa elektronik adalah:

a. Menjadikan informasi lebih terbuka dan bertanggung jawab.

b. Memperluas jangkauan pasar dan mendorong persaingan usaha yang adil.

c. Meningkatkan kinerja efisiensi dalam proses pengadaan.

d. Menyokong proses pemantauan dan pemeriksaan.

e. Menyediakan kebutuhan untuk mendapatkan informasi secara langsung
saat diperlukan.

Dengan kehadiran e-procurement diharapkan potensi kecurangan dalam
proses pembelian barang dan jasa pemerintah dapat dihindari, paling tidak dapat
diminimalisir. Pemanfaatan e-procurement dapat meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam proses pengadaan barang dan jasa umum, serta mengurangi
biaya. Hal ini juga dapat meningkatkan tingkat kompetisi, untuk memastikan
kesamaan kesempatan dan perlakuan yang adil. Secara keseluruhan, tujuan
utamanya adalah untuk memastikan kejujuran, kepercayaan dari masyarakat serta
kejelasan dalam proses pengadaan produk dan layanan. Dengan diterapkannya
sistem e-procurement, kita dapat mengontrol proses pengadaan barang dan jasa

secara lebih efektif.
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Penggunaan e-procurement juga menunjukkan bahwa teknologi dapat

memberikan kontribusi dalam memperbaiki berbagai permasalahan terkait

pengadaan barang/jasa pemerintah yang mungkin sulit diatasi. Giri (2009) yang

dikutip oleh Assa dkk (2023:57) menyatakan bahwa e-procurement memiliki

sejumlah manfaat, antara lain:

a.

E-Procurement mengembangkan jangkauan pasar dan mendukung
terciptanya persaingan yang sehat (keterbukaan, harga yang lebih
kompetitif, dan pola interaksi yang lebih efisien).

E-Procurement juga menjamin keamanan dan kenyamanan. Merasa
terlindungi karena proses pemesanan barang dan jasa dilakukan secara
elektronik sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, dan menekankan
pada keterbukaan dan pertanggungjawaban, sehingga pemenangnya adalah
penyedia barang/jasa yang mengikuti kompetisi dengan jujur dan
transparan.

E-Procurement membantu membuat para pelaku usaha lebih termotivasi
untuk terus meningkatkan kemampuan mereka.

Manfaat lain yang tidak terduga dari E-Procurement misalnya, semua
tahapan proses pengadaan, mulai dari pengumuman hingga penentuan
pemenang, secara lengkap tercatat dalam sistem.

Pengadaan elektronik juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memantau
dan mengevaluasi kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat
dipelajari dari berbagai kategori. Pengadaan elektronik juga meningkatkan

perhatian terhadap fasilitas teknologi informasi.
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f. E-Procurement mendorong para pelaku bisnis untuk lebih memahami dan
menguasai teknologi informasi.

Sementara itu Sutedi (2016:254), berpendapat bahwa “E-procurement
memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas dalam proses lelang. Diharapkan bahwa dengan menggunakan e-
procurement, praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengadaan
barang dapat diminimalisir, sehingga dapat melindungi keuangan negara.”

Berdasarkan berbagai manfaat dan tujuan e-procurement yang telah
disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa e-procurement memiliki
potensi untuk meningkatkan kejelasan dan keterbukaan dalam proses pengadaan
barang dan jasa. Selain itu, e-procurement juga dapat meningkatkan persaingan
yang sehat dalam penyediaan layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan,
serta meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa umum.
Harapannya, potensi kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa

pemerintah dapat diminimalkan.

3. Prinsip-prinsip Penerapan E-Procurement
Pasal 6 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018
mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah menyatakan bahwa dalam
penerapan E-Procurement, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan, yaitu:
a. Efisiensi diukur dari seberapa besar usaha yang diperlukan untuk
mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
baik dalam hal biaya maupun sumber daya yang digunakan. Proses

pengadaan dianggap efisien ketika usaha yang diperlukan semakin sedikit.



19

. Efisiensi dapat diukur dari seberapa cepat proses pengadaan dilakukan
untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah

ditentukan.

. Transparansi ditentukan oleh cara proses akuisisi dilakukan sehingga dapat

dipahami oleh semua pihak. Artinya, semua informasi terkait pengadaan
bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat umum, terutama penyedia
barang/jasa yang tertarik.

. Terbuka, pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi semua penyedia yang
memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga
memungkinkan partisipasi dari berbagai pihak. Setiap kualifikasi penyedia
dapat dengan mudah mendapatkan petunjuk yang jelas tentang langkah-
langkah yang harus diikuti untuk berpartisipasi dalam lelang/seleksi.
Bersaing, dalam proses pengadaan dapat menciptakan lingkungan
persaingan yang sehat di antara para pemasok barang/jasa, tanpa campur
tangan yang mengganggu pasar. Hal ini diharapkan dapat menarik minat
sebanyak mungkin pemasok untuk ikut dalam lelang/seleksi, dengan
tujuan mendapatkan barang/jasa berkualitas maksimal.

Adil dan non-diskriminatif, pengadaan yang adil dan non-diskriminatif,
berarti proses pengadaan tidak berpihak atau dapat memberikan perlakuan
yang sama kepada semua calon penyedia barang/jasa.

. Akuntabel, berarti menjalankan pengadaan barang/jasa sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung

jawabkan.
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Pendapat senada juga dikemukakan Willem (2013:82), yang berpendapat

bahwa prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik, yaitu:

a.

Efisien. Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan
dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran
yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang
sebesar-besarnya bagi keuntungan negara.

Efektif. Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai
dengan sasaran yang ditetapkan.

Kompetitif. Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui seleksi dan
persaingan yang sehat, yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang